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NOMOR: 11/ 25 /PBI/2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 5/8/PBI/2003 TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas
Bank maka risko yang dihadapi Bank akan semakin
meningkat;

bahwa peningkatan risko yang dihadapi Bank perlu
diimbangi dengan kualitas penerapan mang emen risiko yang
memadai;

bahwa transparansi merupakan salah satu aspek yang perlu
diperhatikan dalam pengendalian risiko yang dihadapi Bank;
bahwa peningkatan kualitas penerapan mangjemen risiko
akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank
berbasis risiko;

bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf d, maka dipandang perlu


http://www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.103

Mengingat: 1.

untuk mengatur kembali penergpan mangemen risiko bagi
bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesig;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesa Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesa menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA° NOMOR
5/8/PBI1/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO BAGI BANK UMUM.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI1/2003
tentang Penergpan Mangemen Risko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4292) diubah sebagal berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk
kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

Bank Umum Konvensona adalah Bank Umum Konvensional
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

Risko adalah potens kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa
(events) tertentu.

Manajemen Risko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak
lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

Risko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening
adminigtratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara
kesdluruhan dari kondis pasar, termasuk Risiko perubahan harga
option.

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk
memenuhi kewgjiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus
kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan,
tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau
tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan
sissem, dan/atau adanya kegadian-kgadian eksterna yang
mempengaruhi operasional Bank.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau
tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan
yang berlaku.

Risko Hukum adalah Risko akibat tuntutan hukum dan/atau
kelemahan aspek yuridis.

Risko Reputas adalah Risiko akibat menurunnyatingkat kepercayaan
stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Risko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam
pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratgjik serta
kegagalan dalam mengantisipas perubahan lingkungan bisnis.

Direks:

a bagi Bank berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan
terbatas;

b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Perusahaan Daerah;

c. bagi Bank berbentuk hukum Koperas adalah pengurus
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Perkoperasian;

d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang
bank asing.

Dewan Komisaris:

a. bagi Bank berbentuk Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan
terbatas;

b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Perusahaan Daerah;

c. bagi Bank berbentuk hukum Koperas adalah pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Perkoperasian.

Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki
dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak
langsung, baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan
kegiatan usahadi bidang keuangan, yang terdiri dari:
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Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan
Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh
perseratus);

Perusahaan Partispas  (participation company) adalah
Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh
perseratus) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian
terhadap perusahaan;

Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh
perseratus) sampa dengan 50% (lima puluh perseratus) yang
memenuhi persyaratan yaitu:

I. kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan
Anak adalah masing-masing sama besar; dan

ii. masing-masing pemilik melakukan Pengendalian secara
bersama terhadap Perusahaan Anak;

Entitas lain yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang
berlaku wajib dikonsolidasikan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Bank wajib menerapkan Mangjemen Risko secara efektif, baik untuk
Bank secaraindividual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan
Perusahaan Anak.

(2) Penergpan Mangemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling kurang mencakup:

a

b.

d.

pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direks;
kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manaemen
risko;

kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian Risiko, serta sistem informas Mangemen Risiko;
dan

sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut:
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Pasal 4

(1) Risiko sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
a Risko Kredit;

b. Risiko Pasar;

c. Risiko Likuiditas,
d. Risko Operasional;
e. RisikoHukum;

f.  Risiko Reputas;

g. Risko Stratgjik; dan
h. Risiko Kepatuhan;

(2) Bank Umum Konvensional wajib menergpkan Mangjemen Risiko
untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bank Umum Syariah wgib menerapkan Mangjemen Risiko paling
kurang untuk 4 (empat) jenis Risko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d.

4. Penjelasan Pasal 8 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk
mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank.

(2) Kehijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang mencakup:

a sSsem dan prosedur (standard operating procedures) dan
kewenangan dalam pengelolaan produk atau aktivitas baru;

b. identifikas seluruh Risko yang melekat pada produk atau
aktivitas baru baik yang terkait dengan Bank maupun nasabah;

C. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko
terhadap produk atau aktivitas baru;

d. sisteminformas akuntansi untuk produk atau aktivitas baru;
e. analisaaspek hukum untuk produk atau aktivitas baru; dan
f. transparans informasi kepada nasabah.

(3) Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau
aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
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a. tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank;
atau

b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun
dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan
eksposur Risiko tertentu pada Bank.

6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20 A
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20 A

Bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan/atau pegawai

Bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan

merupakan produk atau aktivitas Bank dengan menggunakan sarana atau

fasilitas Bank.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21

Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas Bank

kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f,

baik secara tertulis maupun lisan.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24

(1) Bank waib menyampaikan laporan profil Risko kepada Bank
Indonesia.

(2) Laporan profil Risko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
disampaikan oleh satuan kerja Mangjemen Risiko, wajib memuat
substans yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan
oleh satuan kerja Mangemen Risiko kepada Direktur Utama dan
Komite Mangemen Risiko.

(3) Laporan profil Riskko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara triwulanan untuk posis bulan Maret, Juni,
September, dan Desember.

(4) Laporan profil Riskko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir
bulan laporan.

(5) Dalam ha diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank
menyampaikan laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diluar jangka waktu yang ditetapkan.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
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(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasa 25

Bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada
Bank Indonesia, yang terdiri dari:

a. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas
baru; dan

b. Laporan redlisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas
baru.

Laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib
disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum penerbitan
atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru.

Laporan realisas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah produk atau
aktivitas baru dilakukan.

Selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru
yang memenuhi kriteria dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a wajib
dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Berdasarkan hasil evaluas terhadap laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia dapat melarang Bank untuk
menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru yang
direncanakan.

Dalam hal di kemudian hari berdasarkan evaluas Bank Indonesia,
produk yang diterbitkan atau aktivitas yang dilaksanakan memenunhi
kondis sebagai berikut:

a. tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk atau aktivitas baru
yang dilaporkan kepada Bank Indonesia;

b. berpotenss menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap
kondis keuangan Bank; dan/atau

c. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan
penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas dimaksud.

Laporan rencanadan realisas atas penerbitan produk atau pelaksanaan
aktivitas tertentu dapat diatur secara tersendiri dalam Surat Edaran.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 26

Bank wajib menyampaikan laporan lain kepada Bank Indonesia selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, daam hal terdapat kondisi
yang berpotenss menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap
kondis keuangan Bank.

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan lain yang
terkait dengan penerapan Mangemen Risiko dan/atau terkait dengan
penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu secara berkala
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur tersendiri dalam Surat Edaran.

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 22, Pasal 23, Pasal 24,
Pasal 25, dan Pasal 26 wgjib disampaikan kepada Bank Indonesia dengan
alamat:

a

Direktorat Pengawasan Bank terkait, J. M.H. Thamrin No.2 Jakarta
10350 bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat
Bank Indonesia.

Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di
luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia

Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasa 33

Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) huruf b dan
ayat (7), dan Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi kewagjiban membayar
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per
laporan.

Bank yang belum menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25
ayat (1) huruf b, dan ayat (7), dan Pasal 26 ayat (2) setelah 1 (satu)
bulan sgjak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi
kewgjiban membayar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
per laporan.
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3)

(4)

(5)

Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) huruf b dan
ayat (7), dan Pasal 26 ayat (2) dan telah dikenakan sanksi kewajiban
membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap wajib
menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Bank yang tidak menyampaikan laporan rencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dikenakan sanks kewajiban
membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) huruf b dan ayat (7),
dan Pasal 26 ayat (2) namun dinilai tidak lengkap secara signifikan
atau tidak dilampiri dengan dokumen dan informas yang material
sesual dengan format yang ditentukan, dikenakan sanksi kewgjiban
membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah
Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan
tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setigp teguran dan Bank
tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
setelah surat teguran terakhir.

13. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya
dapat dikenakan sanks adminigtratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara
lain berupa:

a

b
C.
d

€.

teguran tertulis;
penurunan tingkat kesehatan Bank;

pembekuan kegiatan usaha tertentu;

pencantuman anggota pengurus, pegawa Bank, dan/atau pemegang
saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus
dalam penilaan kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan
administrass Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan
Bank Indonesia yang berlaku; dan/atau

pemberhentian pengurus Bank.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasa 35

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Mangjemen Risiko bagi
Bank diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank wajib
menyesuaikan pedoman operasional yang terkait dengan penerapan
Manajemen Risiko.

(3) Pengaturan mengenai Mangiemen Risko untuk seluruh Risiko
sebagaimana dimaksud daam Pasa 4 ayat (2) dan penetapan
penilaian peringkat Risiko bagi Bank Umum Konvensional yang
dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan Pasal 8 huruf d Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sgjak
tanggal 1 Juli 2010.

(4) Pengaturan mengena Mangjemen Risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PBI No0.5/8/PBI/2003 tentang
Penergpan Mangjemen Risiko Bagi Bank Umum, serta penetapan
penilaian peringkat Risko Bank Umum Konvensional yang
dikategorikan dalam 3 (tiga) peringkat sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan Pasal 8 huruf d PBI No0.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tetap berlaku sampai dengan
tanggal 30 Juni 2010.

15. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disispkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35A
(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, dan
Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, pengaturan dalam
ketentuan pelaksanaan yang terkait dengan Mangjemen Risiko yang
bertentangan dengan pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia ini
dinyatakan tidak berlaku dan wajib mengikuti pengaturan dalam
Peraturan Bank Indonesiaini.

Pasal I
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2009
Pis. GUBERNUR BANK INDONESIA

MIRANDA S. GOELTOM

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA
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